BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian in1 menerapkan jenis penelitian lapangan (field research) untuk
meneliti serta mengkaji data yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan
Daerah No. 10 Tahun 2002 Tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di
Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian yang
penulis lakukan ditempuh cara melakukan pengamatan dengan turun langsung ke
lapangan, penulis berupaya mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan.!
Penelitian ini berlandaskan pada hukum empiris, yakni penelitian yang berfokus
pada penerapan hukum dalam realitas sosial serta menganalisis bagaimana hukum
berfungsi ditengah masyarakat melalui fakta-fakta yang dapat diamati pada
masyarakat, institusi hukum, maupun Lembaga pemerintahan.?

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu
pendekatan yang memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial dan
berfungsi dalam interaksi masyarakat’. Melalui pendekatan sosiologi hukum,

penelitian ini berupaya melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi
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juga sebagai kenyataan sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial,
budaya, dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk menilai penerapan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2002 dalam kehidupan masyarakat nelayan, serta mengidentifikasi faktor-
faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi peraturan daerah
tersebut dalam upaya pelestarian sumber daya perikanan di Kecamatan Danau

Panggang

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten
Hulu Sungai Utara. Kecamatan Danau Panggang dipilih sebagai lokasi penelitian
atas dasar posisinya sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai
Utara yang dalam hasil observasi menunjukan adanya dugaan pelanggaran
Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tidak berjalan secara efektif. Lokasi ini
juga dipandang strategis untuk meneliti bagaimana peraturan tersebut diterapkan
dan diterima oleh masyarakat setempat, mengingat karakteristik sosial, ekonomi,
dan budaya di Kecamatan Danau Panggang yang dapat mempengaruhi

Implementasi penegakan peraturan daerah tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian



Penelitian ini melibatkan individu dan kelompok yang memberikan data
atau informasi yang dibutuhkan. Dalam konteks penelitian ini, subjek dalam
penelitian meliputi:

a. Aparat Penegak Hukum
Polisi, Satpol PP, dan aparat terkait yang terlibat dalam pelaksanaan dan
penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 10 tahun 2002.
Mereka akan memberikan informasi tentang proses penegakan hukum, tantangan,
dan hambatan yang dihadapi.
b. Pemerintah Kecamatan Danau Panggang
Pejabat dan staf di pemerintahan sub-regional yang terlibat dalam
perencanaan, penerapan, dan evaluasi peraturan daerah diharapkan menambah
wawasan yang lebih mendalam tentang kebijakan dan strategi implementasi.
c. Masyarakat Kecamatan Danau Panggang
Warga yang secara langsung terkena dampak peraturan setempat,
termasuk individu dan kelompok lokal, akan memberikan wawasan tentang
bagaimana peraturan tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan
tingkat kepatuhan.

2. Objek Penelitian

Penelitian mengkaji elemen atau fenomena tertentu. Dalam studi ini,

objek dalam penelitian meliputi :
a. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya
Perikanan: Fokus utama adalah pada isi, tujuan, dan implementasi
peraturan daerah ini. Penelitian akan menganalisis bagaimana peraturan

ini, diilmplementasikan, dan diterima di Kecamatan Danau Panggang



b. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Proses penerapan peraturan daerah
di lapangan, termasuk bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan
tugas mereka dan bagaimana peraturan tersebut ditegakkan dalam
praktik.

c. Hambatan dan tantangan penegakan peraturan Faktor-faktor yang
mempengaruhi Implementasi penegakan peraturan, termasuk kesulitan
yang dialami dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dan

reaksi masyarakat terhadap peraturan tersebut.

D. Data dan Sumber Data
1. Data

Data dapat didefinisikan sebagai rekaman fakta dan informasi yang
dikumpulkn selama proses penelitian. Data primer dan data sekunder digunakan
dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai data wawancara yang ditranskrip,
diperoleh dari narasumber yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian.*

b. Data Sekunder

Informasi pendukung yang diperoleh melalui penelusuran literatur dan
karya ilmiah, buku, jurnal, regulasi hukum, maupun dokumen pendukung lainnya

dikenal sebagai data sekunder.’
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2. Sumber Data
Sumber data penelitian dikumpulkan dari responden, yakni orang — orang
yang memberikan informasi atau data sesuai dengan kapasitas pengetahuan
mereka.® Dalam konteks penelitian ini, responden adalah orang yang memiliki
pengetahuan atau pengalaman langsung terkait dengan pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2002. Responden tersebut meliputi aparat penegak
hukum, pelaku pencemaran lingkungan, dan masyarakat sekitar lokasi penelitian.
E. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui:
1. Observasi
Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah No. 10 tahun 2002
diterapkan di Kecamatan Danau Panggang peneliti melakukan observasi langsung
kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut.
2. Wawancara
Untuk mengumpulkan data tentang subjek penelitian, wawancara
dilakukan dengan teknik tanya jawab langsung antara peneliti dan responden.
Proses wawancara dapat menggunakan skema pertanyaan yang sudah disusun
(terstruktur) ataupun dilakukan secara fleksibel tanpa panduan tetap (tidak
terstruktur), dengan syarat peneliti memperoleh data yang dibutuhkannya.’

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yang memiliki
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keterkaitan langsung dengan topik utama penelitian, yaitu implementasi Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di
Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Dokumentasi
Metode pengumpulan data yang penting adalah dokumentasi. Melalui
media seperti foto, laporan, dan catatan, dokumentasi dapat memperkuat validitas

informasi yang diperoleh dari observasi maupun wawancara.®

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data untuk penelitian hukum empiris ini dilakukan secara
bertahap guna memperoleh hasil yang sistematis, valid, dan sesuai dengan tujuan
penelitian. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari sejumlah tahap, yakni :
a. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, reduksi data didefinisikan sebagai tahap awal dari
pengolahan data yang bertujuan untuk menyaring dan menyeleksi informasi
yang diperoleh melalui proses wawancara maupun dokumentasi. Sumber
informasi diperoleh dari berbagai sumber, seperti masyarakat setempat, aparat
penegak hukum, dan Pemerintah Kabupaten Danau Panggang. Setiap data yang

terkumpul dianalisis secara mendalam untuk memilah informasi yang relevan
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dengan fokus penelitian, yakni implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Hulu Sungai Utara.

Informasi yang tidak terkait langsung dengan topik penelitian
dikesampingkan agar tidak mengaburkan fokus analisis. Proses reduksi ini
dilakukan dengan tujun memperoleh data primer yang lebih tepat dan fokus,
sehingga mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pokok permasalahan
dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan
demikian, data mentah yang beragam tersebut dapat diolah menjadi dasar yang
kuat untuk analisis tahap selanjutnya.

b. Matriks

Dalam penelitian ini, data disajikan dengan merangkum hasil wawancara
dalam suatu matriks analisis. Data yang telah terkumpul dikelompokkan dan
disusun oleh peneliti dalam bentuk tabel untuk memudahkan pemahaman dan
identifikasi informasi.

Melalui pendekatan ini, data yang kompleks dapat disusun secara
sistematis dan lebih mudah dipahami. Matriks juga membantu peneliti
mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan hubungan antara peraturan hukum
tertulis dengan praktik sosial yang berlaku di kecamatan Danau Panggang.

2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan dekriptif kualitatif untuk
menganalisis data yang dikumpulkan. Metode ini akan disesuaikan dengan
fondasi teori yang ada. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan

menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber,



termasuk wawancara, dan dokumen. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan
untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai Implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 10 tahun 2002 di kecamatan Danau
Panggang serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses

penegakannya.



